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ABSTRACT

Protection of women workers can be done, both by making demands and
by increasing the recognition of human rights, physical and technical as
well as social and economic protection through norms applicable in the
work environment.

Workforce protection is to guarantee a harmonious working relationship
system without pressure from the strong to the weak. For this the employer
isobliged to implement the labor protection provisions in accordance with
the applicable laws and regulations.

Law enforcement is an important part of the legal system, thisis done as
an effort to develop systematically and continuously. Implementation of
legal sanctions, both administrative and criminal as a result of violation of
aprovison in the legidation.
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ABSTRAK

Perlindungan terhadap pekerja perempuan dapatudldal baik dengan
jalan  memberikan tuntutan maupun dengan jalan rmgkatkan

kengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan @iaik teknis serta
sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku ddlagkungan kerja
itu.

Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamilafgsungnya sistem
hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adakganan dari pihak
yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini peaba wajib
melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kegebi# sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
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Penegakan hukum merupakan bagian penting dalaemsiaitkum, hal ini
dilakukan sebagai upaya pembinaan secara sistedatiderkelanjutan.
Pelaksaan sanksi hukum, baik yang bersifat admasisinaupun yang
bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suattenkuan dalam
perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan, pekerja, perempuan

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pekerja/burun  merupakan tulang punggung perusahtampa
adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan #a berjalan, dan
berpartisipasi dalam pembangunan.

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, petakrdan
masyarakat, maka perlunya menjaga keselamatan pedgirja dalam
menjalannya pekerjaannya terutama bagi pekerjarperan.

Perlindungan kerja umumnya ditentukan untuk kepgan
pekerja/buruh, keselamatan kerja ini tidak hanya mberikan
perlindungan kepada pejerja/buruh tetapi juga keppdngusaha dan
pemerintah. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan imurhgan
keselamatan kerja akan suasana kerja yang tentramngga
pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian padajpekaya semaksimal
mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktuakan tertimpasibah atau
kecelakaan kerja, Bagi pengusaha dengan adanylaikedan kerja dalam
perusahaannya dapat mengurangi terjadinya kecelak@mg dapat
mengakibatkan pengusaha harus memberikan jamosal ssedangkan
bagi pemerintah (dan masyarrakat), dengan aadamaya ditaatinya
peraturan keselamatan kerja, apa yang direncanp&arerintah untuk
mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengangkatmya produksi
perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas

Perlindungan terhadap pekerja perempuan dapatuldak baik
dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jakningkatkan
kengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan @iaik teknis serta
sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku ddlagkungan kerja
itu.

Pekerja/buruh perempuan yang bekerja disektor ¢ghestnian dan
ekonomi masih rentan akan mendapatkakn perlakuag tidak sama
bagi pekerja lain karena pekerja/buruh perempuada pamumnya
bertenaga lemah, namun halus dan tekun; norma-nausda bagi
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pekerja/buruh perempuan harus diutamakan agaraedeg wanita tidak
terpengaruh oleh perbuatan negatif dari pekerjatbuaki-laki terutama
bila diperejakan pada malam hari; pekerja.burufeppuan umumnya
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai desifgtndan tenaga
perempuan.

B. Rumusan M asalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukumnya terhadap pelk&tampuan
menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?

2. Apa sanksi hukumnya bagi pengusaha/majikan yangak tid
melaksanakan perlindungan terhadap pekerja perempuanurut
ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?

. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum
Pakar hukum mendefinisikan konsep hukum yaitu :

1. Utrecht mengatakan bahwa hukum adalah merupakampuinizam
peraturan-peraturan (perintah-perintahdan larafgamgan) yang
mengurus yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang
harus ditaati oleh masyarakat. Hukum merupakan inmap petunjuk
hidup - perintah dan larangan yang mengatur tatab telalam
masyarakat yang seharusnya ditaati oleh selurupoéagnasyarakat
oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebapat
menimbulkkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

2. Menurut Imanuel Kant, Lemaire, Gustav Radbruch d&alter
Burckhard, hukum itu abstrak, banyak seginya daras lu
cakrawalanya. Hukum pipandang sebagai produk kepntu
penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan asageperti UUD
dan lain-lain.Hukum merupakan produk keputusan rhaldutusan-
putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukumagparkyang
disebutjurisprudence (jurisprudensi). hukum merupakan wujud sikap
tindakan atau perilaku yang sudak disepakati. Hukuarupakan
sistem norma atau kaidah, yaitu aturan yang hiditpngah
maasyarakat, yang dapat berupa kesopanan, kesysilgama, dan
hukum (yang tertulis) berlakunya mengikat kepadarsk anggota
masyarakat dan pelanggarnya mendapat sanksi hukum..

3. R.Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yangddieh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehmdup
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah daaramy serta
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mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sankgintan
yang melanggarnya.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adalaratpran,
ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati roks$yarakat dan
para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sbh#&hya.
Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapleaa pelanggar
hukum.*

Unsur-unsur hukum meliputi :

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam plenga
masyarakat;

b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmilyargajib;

c. Peraturan itu bersifat memaksa;

d. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Unsur-unsur hukum yang paling substansial adaktatpran
tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan rebenisifat
memaksa, ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnsieciri@ya
adalah adanya perintah dan/atau larangan dan kgratihi setiap
setiap orang, sedangkan sifatnya mengatur dan nsmak

Dengan demikiian, hukum diciptakan dengan sengajsagai
alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk ujonelan
ketentraman hidup masyarakat, baik sebagai indimdupun sebagai
masyarakaf.

B. Pengertian Pekerja

Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untognunjukkan
status hubungan kerja, seperti pekerja kontrakengekorongan, pekerja
harian, pekerja honorer, pekerja tetap.

Kata perkerja memiliki pengertian sangat luas, yadetiap
orang yang melakukan pekerjaan, baik didalam hudnoinigerja
maupun swapekerja. Istilah yang sepadan denganrjpekdah
karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerjag y&bih
diidentikan pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerngea halus atau
tidak kotor, contoh karyawan bank dan sebaginyada&gkan
pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada peaten yakni
pegawai negerr

Pengertian pekerja adalah sangat luas, yaitu tiapgoyang
melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja orautiluar
hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh saraemirang

! R.Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Pusaka Setia, Bandung, hal.17-18
2 .
Ibid. hal. 21
* Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakarjaan Indonesia, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung. Hal. 1
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disebut buruh bebas. Untuk pekerja semacam inirgemesalnya
seorang dokter yang membuka praktek partikelirresep pengacara,
dan lain sebagainya kita gunakan istilah swa-pakewya-pekerja ini
bekerja atas tanggung jawab dan risiko sefidiri.

Pengertian Pekerja/buruh yang tertuang dalam Ramadka 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketereagein,
menyebutkan bahwa “Pekerja/burun adalah setigmgoryang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalartulkodain”.
sedangkan pengertian Tenaga Kerja dalam pasalkh @&gJundang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeya#in bahwa
“tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukaserjei guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk meméetbutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.

C. Hubungan Kerja

Hubungan kerja menurut Soepomo adalah “suatu h@suagtara
seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubukegga itu terjadi
setelah adanya perjanjian kerja antara kedua Ipletk. Mereka terikat
dalam suatu perjanjian, disatu pihak pekerja/bubgnisedia bekerja
dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakanjafauruh
dengan memberi upal?”.

Hubungan Kerja menurut Husni adalah “Hubungan anbaruh
dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaiatu perjanjian dimana
pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikamuk bekerja
dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakamggrgaannya
untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-grdamor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebbtdana “Hubungan
Kerka adalah hubungan antara pengusaha dengan jgdelearh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai upskerjaan, upah dan
perintah”.

Dengan adanya perjanjian kerja maka terjalin hubongerja
antara pemberi kerja dengan penerima kerja yangabgkutan , dan
selanjutnya akan berlaku ketentuan hukum ketenagake antara lain
syarat-syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan ldsselamatan kerja,
penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan ke

* Helena Poerwanto dan Suliati Rachmat, 1995, Pemgantar Hukum Perburuhan,
Djambatan, Jakarta, hal.26

> Iman Soepomo, 1987, Hukum Perburuhan - Bidang Hubungan Kerja, Cet.VI,
Djambatan, Jakarta. hal.1

® Zainal Asikin, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hal.51
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Unsur-unsur Hubungan Kerja
Unsur hubungan kerja terdiri atas para pihak salmdgek yaitu
pengusaha dan pekerja/buruh, perjanjian kerja dmyaia pekerjaan,
upah dan perintah.
Pendapat para ahli di dalam perjanjian kerja yaegjadi dasar
hubungan kerja adalah empat unsur, yaitu :
1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a Kitab Undang-Unddngum
Perdata dan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Kuhugaiig
2. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 Kitab Unedadndang
Hukum Perdata);
3. Adanya upah (Pasal 1603 p Kitab Undang-Undang HuRardata);
4. Adanya waktu tertentu, karena tidak ada hubungga kerlangsung
terus-menerus.

Suatu perjanjian kerja mempunyai unsur-unsur :
a. Adanya pekerjaan (arbeid)

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah prestasi lyamngs
dilakukan oleh pihak penerima kerja. Pekerjaan eters harus
dikerjakan sendiri oleh pekerja yang menerima ge&aerdan tidak
boleh dialihkan (bersifat individual.

Secara yuridis unsur ini merupakan salah satu sgafanya
perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Pa®akyat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketemageain
yang mengadopsi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang iHUkerdata.
Dimana unsur adanya pekerjaan sebagai syarat bbjdkri
perjanjian kerja, sehingga objek perjanjian kerg@ub jelas. Jika
syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiaerj&k batal demi
hukum.

b. Adanyaunsur dibawah perintah (in dienst/gezag verhouding)
Dengan adanya unsur dibawah perintah menjadikaakpih

penerima kerja sangat tergantung pada perintah/ksstpetunjuk
dari pihak pemberi kerja. Walaupun pihak penerimgakmempunyai
keahlian atau kemampuan sendiri dalam hal melakpk&erjannya,
sepanjang masih ada ketergantungannya kepada pemalseri kerja,
dapat dikatakan bahwa masiih ada hubungan subamslithubungan
diperatas), penerima kerja berada dibawah perjreatberi kerjd.

7 Aloysius Uwiyono dkk, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hal 55
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c. Adanya upah tertentu (loon)

Tidak mungkin pekerja/buruh mau bekerja jika taapanya
upah yang sesuai dengan kebutuhannya, upah merupakelan
atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja seljpg@rima kerja.
Upah dapat berbentuk uang atau bukan uamgatura). Pemberian
upah dapat dilihat dari segi nominal: jumlah seaggh yang
diterima oleh pekerj, atau dari segi riil: kegunagyah tersebut dapat
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja. altedengan
kebutuhan hidup pekerja. Dikenal istilah “upah mmam”, yang
biasanya ditentukan oleh pemerintah guna meningonakfaatan
upah ladam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Upatimum
dilaksanakan dengan menentukan jumlah minimalntrtgang harus
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruhgaelabalan
atas kerja yang dilakukann{a.

Upah dalam ketentuan ketenagakerjaan minimal adgiah
minimum provinsi (UMP) atau upah minimum sektorabpnsi
(UMSP) yang ditetapkan oleh Guberntr.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “Pengusidarang
membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebaga
dimaksud dalam Pasal 89”

d. Adanyawaktu (tijd)

Unsur waktu dalam hal ini adalah adanya suatu waktuk
melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekegkakokan
pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Unsur waktu tertentu memang tidak termasuk ke ndala
pengertian hubungan kerja, sebagaimana Pasal J drigkJndang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjangingat
faktanya unsur ini melekat dalam sistem hubungara klkkarena
mustahil hubungan kerja dapat dilakukan tanpa adamsur ini.
Disamping itu, unsur waktu tertentu juga menyanggi#tus dan
kepastian hukum suatu hubungan kerja. Oleh karnengenentuan
waktu dalam suatu perjanjian kerja dapat terkaigde jangka waktu
yang diperjanjikan, lama waktu yang diperlukan imnenyelesaikan
pekerjaan, atau waktu yang dikaitkan dengan haskepaan,
kejadian tertentu atau suatu perjalanan/kegiatan.

® Ibid, hal 55
° Abdul Khakim, Op Cit, hal. 44-45
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Perjanjian kerja yang bertolak dari waktu terteniumaka dapat
dibedakan antard”:

a) Perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu bahwa wamtuk melakukan
telah ditentukan dalam perjanjian. Semula ketentuagngenai
perjanjian kerja waktu tertentu ini dimaksudkan ukntmembatasi
kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja yang bgapag
bahwa pekerja (yang bekerja dibawah perintahnya)patda
diperlakukan sama dengan budak. Perkembangangelgnj adanya
batasan dalam jangka waktu hubungan kerja, agggpeaan waktu
tertentu ini tidak mengganggu kelancaran pelaksam&aja. Serta
kemungkinan berkembangnya alih dagatgourcing).

b) Perjanjian kerja dengan batas waktu; Dalam suaetjargian kerja
dimungkinkan untuk mengadakan aturan mengenai batagertentu
untuk melakukan pekerjaan, yang disebut dengan fpasaiun”

Hubungan kerja itu dibatasi atau derbatas waktapap
alasannya. Tidak ada satupun hubungan kerja digakuseumur
hidup. Entah itu dikarenakan pemutusan hubungga Bemi hukum,
pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan, Pemutiilshangan
kerja sepihak oleh Pengusaha atau pemutusan hubkega oleh
pekerja/buruh itu sendiri. Jadi setiap terjadi suatibungan kerja,
salah satu pihak harus selalu siap dengan kemumgkadanya
pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasannya

D. Hak-hak Pekerja
Adapun hak-hak pekerja/buruh adalah :
a) Hak atas upah setelah selesai melaksanakan pekergesesuai
dengan perjanjian;
b) Hak atas fasilitas lain, dana bantuan dan laim-l@ang berlaku
diperusahaan;
c) Hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif damgesaha;
d) Hak atas perlindungan keselamatan kerja, kesehk¢mmatian dan
penghargaan;
e) Hak atas kebebasan berserikat dan perlakuan hak asmusia
dalam hubungan kerja.
Hak-hak dasar pekerja dalam hubungan kerja araara!
1. Hak atas pekerjaan : merupakan suatu hak asasismatarena kerja
melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktifitbah dan karena
itu tidak bisa dilepas atau dipikirkan lepas dabuth manusia;

10 .

Ibid, hal 56
" Darwin Prints, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet.ll, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal 22-23
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Hak atas upah yang adil :

Hak untuk berserikat dan berkumpul;

Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan nakdrak ini

dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia;

5. Hak atas diproses hukum secara sah : hak ini ameuberlaku ketika
seseorang pekerja diancam dengan hukuman tekantna diduga
melakukan pelanggaran atau perbuatan hukum lainnya;

6. Hak atas perlakuan yang sama : pada prinsipnyas hditakukan
secara sama dan adil. Tidak ada diskriminasi damsahaan, entah
itu jenis kelamin, etis, jenis kulit, agama dami&in. Baik dalam
sikap, perlakuan, upah maupun jabatan;

7. Hak atas kebebasan suara hati : hak ini menuntut @&kerja harus
dihargai kesadaran moralnya. Pekerja bebas memnggpst yang
menurut suara hatinya adalah baik;

8. Hak atas rahasia pribadi : biasanya perusahaan omgmpketentuan

untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadiapepekerja,

namun pekerja juga mempunyai hak untuk merahasiatata
pribadinya.

Pwn

E. Perlindungan TenagaKerja
Menurut Soepomo dalam bukunya Zainal Asikin, pddimgan
tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam yafu :

1. Perlindungan Ekonomi : yaitu perlindungan tenagajakelalam
bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila terag@m tidak
mempu bekerja diluar kemampuannya;

2. Perlindungan Sosial : yaitu perlindungan tenaggakésalam bentuk
jaminan  kesehatan kerja, dan kebebasan berserikah d
perlindunganhak untuk berorganisasi;

3. Perlindungan teknis : yaitu perlindungan tenaggaketalam bentuk
keamanan dan keselamatan kerja

Secara teoritis ada tiga jenis perlindungan tenkepga, yaitu
sebagai berikut™?

1) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yandgéiéain dengan usaha
kemasyarakatan, yang memungkinkan pekerja/burulyeyam dan
mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pad
umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakainggota
keluarga, perlindungan sosial tersebut juga dekgaehatan kerja;

12 zainal Asikin, Op Cit, hal. 76
'3 Zaini Asyhadie,2007, Hukum Kerja : (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan
Kerja), Raja Grafindo Persada, hal. 78
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2) Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungangybderkaitan dengan
usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh darhitari bahaya
kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerjauabahanyang
dikejakan. Perlindungan ini lebih sering disebultagmi keselamatan
kerja;

3) Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungamg berkaitan
yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk membekkpada
pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup untuknenehi
keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya,asundalam hal
pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatlwardi
kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disetengan
jaminan sosial.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum noifmddetode
normatif digunakan untuk mengetahui apa dan bagamaukum
positifnya yang mengatur tentang alat bukti petkrgebagai alat bukti
dalam perkara tindak pidana korupsi dan penggua&nbukti petunjuk
sebagai dasar putusan pengadilan. Yaitu diantazgiah :

1. Studi Pustaka, yaitu dengan menelaah buku-bukujrdek-dokumen
resmi, dan tulisan-tulisan atau karya tulis yangkaigan dengan alat
bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalarkgra tindak pidana
korupsi.

2. Studi Lapangan, yaitu mengadakan pengamatan laggdengan
menggunakan “cheeklist” sederhana untuk mencatattal tidaknya
hal-hal yang telah ditemukan.

3. Analisis deskriftif, yang memaparkan secara lengkai dan jelas
serta sistematis hasil penelitian mengenai das&urhualat bukti
petunjuk dalam tindak pidana korupsi dan pengguraan bukti
petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa hukommer,
sekunder dan tersier yang meliputi : Undang-Undaagar 1945; Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang No@drahun 2003
tentang Ketenagakerjaan; Keputusan Menteri TenagarjaK dan
Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.224//M@02 tentang
Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan PekerjaiB&@rempuan
Antara Pukul 23.00 s/d 07.00
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V. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan menurut
Undang-Undang K etenagakerjaan
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pgmenhak
dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstiteiagiaiamana yang
diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitagitiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layalkéaanusiaan”.
Perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamitatgsungnya
sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disgdaya tekanan dari
pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk peingusaha wajib
melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kegabi# sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
1.1. Perlindungan K eselamatan dan Kesehatan Kerja
Beberapa prinsip keselamatan dan kesehatan kenmaruote
ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Thun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yaitu :
Pasal 86
Ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untdmmeroleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusialaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama
Ayat (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/ burguna
mewujudkan  produktifitas  kerja yang  optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehafan ker
Ayat (3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalaamh @y dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan gemngn
undangan yang berlaku

Pasal 87

Ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistemajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang berintetgagan
sistem manajemen perusahaan.

Ayat (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem maeaje
keselamat-an dan kesehatan sebagaimana dalamlyat (
diatur dengan Peraturan Pemerintah

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan gekmaitu

perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamatbdhaya yang
dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yakgrjdkan. Upaya
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keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan unarkbarikan

jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehpara
pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaanpeayakit

akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat ker@npsi kesehatan,
pengobatan dan rehebilitasi.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib apkaar sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yarmdsloh dengan
sistem manajemen kesehatan dan kelelamatan keajahatyagian
dari sistem manajemen perusahaan secara keseluwahgmmeliputi
struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,guagg jawab,
prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkagi ba
pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajiapedsaiiharaan
kebijakan keselamatan kerja dalam rangka pengamdedisiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanygpdé kerja yang
aman dan efisien dan produktif..

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengalanj
memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkgikngakuan
hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sekacara sosial dan
ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkunigama itu.

Peraturan perundang-undangan perburuhan, khusstgag
kesehatan kerja tidak mendefinisikan pekerja/byerdempuan secara
spesifik.

1.2. Perlindungan Upah

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan péraen
hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstwang diatur
dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap-tiap warggana berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagirkesi@an”. dan
dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama dtaki&eyaan”.
Pelanggaran  terhadap hak dasar yang dilindungistkosi
merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspekgpdatiim
perlindungan pekerja/buruh. Hal ini diamanatkanapBdsal 88 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh benmakperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layali ba
kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layakamh jumlah
pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannyanpuauntuk
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan kelugayaecara
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wajar, yang meliputi makanan, minuman, sandangurmahan,
pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tu

1.3.Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perempuan
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Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perempuan mnenur
ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dalam Pasal 76 adalah :

Ayat (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumuarardari 18
tahun dilarang dipekerjakan diantara pukul 23.00psa
dengan pukul 07.00

Ayat (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekenruh
perempuan hamil yang menurut keterangan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandwagan
maupun dirinya apabila bekerja diantara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00

Ayat (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerjgiperempuan
antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib :
- memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
- menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat
kerja.

Ayat (4) Pengusaha menyediakan angkutan antar ugentagi
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan ang‘y
bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adpé&igusaha.
Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalRasal 76
ayat (1) ini dipekerjakan antara pukul 23.00 sangengan pukul
07.00 maka yang bertanaggung jawab atas pelanggaraabut
adalah pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 13nT20803
tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khubagi
pekerja/buruh perempuan.

Perlindungan Norma Kerja Terhadap Pekerja/buruh Perempuan
Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kigas

pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yangpuotelwaktu

kerja, mengaso, istirahat (cuti), lembur dan walega malam hari

bagi pekerja perempuan. Hal ini telah diatur daldndang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan, yaitu

1. Pasal 77 ayat (2), waktu kerja meliputi :
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a. 7 jamdalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu ugttiari
kerja dalam 1 minngu; atau

b. 8jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu ubthlari
kerja dalam 1 minggu.

2. Pasal 78 ayat (2), pengusaha yang mempekerdaarja/buruh
melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lamb

3. Pasal 79, menyebutkan bahwa “pengusaha wajibbeenvaktu
istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

4. Pasal 80 menyebutkan bahwa “pengusaha wajibbewekan
kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/burubk unt
melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

5. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa “pekemalboperempuan
yang dalam masa haid merasakan sakit dan memhedtah
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hatampar dan
kedua pada waktu haid.

6. Pasal 82 ayat (1) “pekerja/buruh perempuan kentemperoleh
istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebeaatnya
melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah) bulan aksud
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungao atdan.
Dan ayat (2) menyebutkan bahwa “pekerja/buruh ppuam
yang mengalami keguguran kandungan berhak memperole
istirahat 1.5 (satu setengah) bulan atau sesuagademsurat
keterangan dokter atau bidan

7. Pasal 83 menyebutkan bahwa “pekerja/buruh parampyang
anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan useyat
untuk menyusui anaknya jika hal itu dilakukan selawaktu
kerja.

B. Sanks Hukum terhadap Pengusaha/Majikan yang tidak
melaksanakan Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan
menurut Undang-Undang K etenagakerjaan

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalagmsisikum,
hal ini dilakukan sebagai upaya pembinaan secastensatisdan
berkelanjutan. Pelaksaan sanksi hukum, baik yamgifae administrasi
maupun yang bersifat pidana sebagai akibat dilamggasuatu ketentuan
dalam perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 280&ng
Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha wajib méaeragistem
manajemen keselamatan dan kesehatan yang tersitelgnagan sistem
manajemen perusahaan. Bila pengusaha melanggdBPdsasebut dapat
dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertdatem Pasal 190 ayat
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(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kejakerjaan yaitu
berupa :

Teguran;

Peringatan tertulis

Pembatasan kegiatan usaha;

Pembekuan kegiatan usaha;

Pembatalan persetujuan;

Pembatalan pemdaftaran;

Penghentian sementara sebagian atau seluruh athtlsi;
Pencabutan izin.

Sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak melakasan@&sal 76
yaitu memberikan perlindungan terhadap perempaag pekerja malam
hari antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 daangear Pasal 78 ayat
(2) yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerjdibyamg melebihi
waktu kerja serta melanggar ketentuan Pasal 79(aydan ayat (2) yaitu
tentang waktu istirahat dan cuti dapat dikenakamksa pidana
sebagaimana tertuang dalam Pasal 187 ayat (1)ngAdadang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 187 ayat (1) menyebutkan bahwa “barang siglanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312y#&asal 44 ayat
(1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasalai (2)Pasal 76, Pasal
78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (3) dan Pasal
144 dikenakan sanksi pidana kurungan paling singKatlan dan paling
lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit R®0D.000,-00 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000(€¥atus juta rupiah)
dan tidak pidana tersebut merupakan. Dan Pasahl&842) menyebutkan
tindak pidana tersebut merupakan tindak pidananggkran.

Sanksi pidana bagi pengusaha yang telah melanggsal BO yaitu
tidak memberikan kesempatan bagi pekerja/buruhkuntalaksanakan
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pengusal@ yp@hanggar Pasal
81 ayat (1) yaitu bagi pekerja/buruh perempuargy@ada hari pertama
dan kedua pada waktu haid merasakan sakit dan mitahioan kepada
penggusaha tidak wajib bekerja. Dan Pasal 81 &ptPelaksanaan
ketentuan dalam ayat (1) tersebut diatur dalanapgan kerja, peraturan
perusaan, atau perjanjian kerja bersama, halruaeg dalam Pasal 185
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketermegigein.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) menyebutkan yait@rdBg siapa
melanggar ket. pentuan Pasal 42 ayat (1) dan 3yaPésal 68, Pasal 69
ayat (2),Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160
ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidanaapampaling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 4 (empat)tahun dan@gada paling sedikit
Rp. 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah) danngalbanyak Rp.

ONoG~WNE
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400.000.000,-00 (empat ratus juta rupiah)dan &)amnényebutkan bahwa
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat étypakan tindak
pidana kejahatan.

A.
1.

B.

V. PENUTUP

Kesmpulan

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuantaera bagi
mereka yang dipekerjakan antara pukul 23.00 samagan pukul
07.00 yaitu pengusaha diwajibkan memberikan makdaarminuman
yang bergizi serta wajib menjaga keamanan dan Kesosserta
pengusaha juga diwajibkan menyediakan pasilitaargamput bagi
pekerja/buruh  perempuan.dan pengusaha di wajibkantuku
memberikan perlindungan Norma Kkerja bagi pekenjaty
perempuan serta pengusaha diwajibkan memberikdmdaegan
keselamatan dan kesehatan kerja terutama bagijp@esempuan.
Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 190 Byainflang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjgatu
dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertulatgm Pasal 190
ayat (2) yaitu berupa a). teguran; b) peringatatulis; c) pembatasan
kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; mbgbalan
persetujuan; f) pembatalan pendaftaran; g) pengirerdementara
sebagian atau seluruh alat produksi; h) pencabatan dan juga
dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggntuan yang
tertuang di dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Unddagor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pidangagerpaling
sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atadaaling sedikit
Rp.100.000,-00 dan paling banyak Rp. 400.000.000,sedangkan
barang siapa yang melanggar ketentuan yang tertdeag Pasal 187
ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan palingksinl bulan dan
paling lama 12 bulan dan/atau denda paling seR&it10.000.000,-00
dan paling banyak Rp. 100.000.000,-00

Saran

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, petakRr
dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran ag&erja/buruh
dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan rjgeeke
Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan késelpekerja
agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapadrhdigkan
semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalamalaekan
pekerjaan itu tetap terjamin. Hal ini merupakangpamn perlindungan
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pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna kuntiapat
mempertahankan produktifitas dan kestabilan péaaa
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